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ABSTRAK 

Pemenjaraan adalah peristiwa yang menimbulkan stres, yang secara fisik mengganggu hubungan 

antara seseorang dan dunia luar. Visitasi adalah bentuk utama dukungan sosial, karena ini adalah 

satu-satunya cara individu dapat mempertahankan kontak fisik dengan orang-orang terkasih di luar 

penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hukum 

pelaksanaan hak kunjungan anak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA 

Malang. Jenis metode penelitian ini adalah hukum empiris. Jenis dan sumber data meliputi data 

primer, yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil 

menunjukkan bahwa pengembangan inovasi kunjungan anak yang dilaksanakan setiap hari Minggu 

pada minggu ketiga memberikan kesempatan kepada WBP LPP Malang untuk bertemu anak 

kandung dan anak angkat yang sah secara hukum, yang tidak dapat melakukan kunjungan di hari 

lainnya karena sekolah. Kesempatan ini merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap hak 

asasi manusia WBP LPP Malang. 

 

Kata kunci: Kunjungan Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), pada tanggal 18 Oktober 2024, jumlah penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia sebesar 

273.366 orang, yang tersebar di 526 Lapas dan Rutan (https://sdppublik.ditjenpas.go.id/). Jumlah ini 

mengalami peningkatan sebanyak 10,3% dibandingkan tahun 2023 yang lalu, yaitu sebanyak 

265.897 orang narapidana, tahanan dan anak (https://setkab.go.id/). Dari jumlah tersebut, jumlah 

narapidana dewasa adalah sebanyak 215.319 orang, terdiri dari 205.327 orang narapidana laki-laki 

dan 9.992 orang narapidana perempuan. Sedangkan tahanan dewasa berjumlah 55.897 orang, terdiri 

dari 52.848 tahanan dewasa laki-laki dan 3.049 tahanan dewasa perempuan 

(https://sdppublik.ditjenpas.go.id/). Jumlah narapidana dan tahanan anak adalah sebesar 2.150 orang 

atau hanya sebesar 0.8% dari seluruh penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia. 

Menurut data, sebagian besar narapidana dan tahanan dewasa tersebut memiliki anak, dari 

usia bayi sampai dengan dewasa. Anak-anak dari individu yang dipenjara sering disebut sebagai 

"hidden victims". Eric Martin menyebut anak-anak tersebut adalah korban sistem peradilan pidana 

yang tidak diakui atau diberi landasan untuk didengarkan. Para "hidden victims" ini menerima 

sedikit dukungan pribadi dan tidak mendapatkan manfaat dari mekanisme sosial sistemik yang 

umumnya tersedia untuk korban kejahatan. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam sistem 

peradilan pidana menghadapi sejumlah tantangan dan kesulitan diantaranya ketegangan psikologis, 

perilaku antisosial, skorsing atau dikeluarkan dari sekolah, kesulitan ekonomi, dan aktivitas 

kriminal. Sulit untuk memprediksi bagaimana nasib seorang anak ketika orang tuanya dipenjara 

secara berkala atau terus-menerus, dan temuan penelitian mengenai faktor risiko anak-anak ini 

beragam. (p. 1). Tidak jarang, anak juga menjadi korban “bullying” atas kejahatan yang dilakukan 

https://setkab.go.id/
https://sdppublik.ditjenpas.go.id/
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oleh orang tuanya. Seperti diceritakan oleh Seto Mulyadi – Ketua Umum Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia (LPAI)  bahwa dirinya mendapat banyak kecaman ketika menulis narasi tentang 

perlindungan khusus bagi anak-anak Ferdi Sambo (https://nasional.kompas.com/). 

Dampak pemenjaraan bagi anak semakin terasa manakala orang tua yang dipenjara adalah 

ibu. Schubert, dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ibu lebih mungkin berperan 

sebagai pengasuh utama anak-anak mereka dibandingkan ayah. Sebagian besar ibu yang dipenjara 

(75%) dilaporkan menjadi pengasuh utama anak-anak mereka sebelum dipenjara, sementara hanya 

seperempat ayah yang melakukan hal tersebut. Ibu lebih mungkin bertanggung jawab dalam 

perawatan sehari-hari anak-anak mereka dibandingkan ayah, baik secara fisik maupun mental. 

Sebagian besar anak-anak juga lebih sering menghabiskan waktunya dengan ibu mereka ketika 

ibunya belum dipenjara (p. 2). Bahtiyar Mandala Sutra (2020) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa dengan kunjungan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental narapidana 

jika dibandingkan dengan narapidana yang jarang ataupun tidak pernah dikunjungi. Pelaksanaan 

kunjungan keluarga juga dapat berperan sebagai sarana hiburan bagi narapidana, sehingga dapat 

menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana (p. 493).  

Negara melindungi hak orang tua dan anak untuk selalu berkomunikasi dalam situasi apapun. 

Pentingya kemunikasi langsung antara keluarga terutama anak dengan orang tuanya yang sedang 

menjalani pidana penjara diatur sedemikian rupa dalam sistem pemasyarakatan dalam bentuk hak 

kunjungan. Hak untuk melaksanakan kunjungan secara langsung diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, utamanya dalam Pasal 7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) 

dan Pasal 11 huruf (k), yang berisi tentang pengaturan hak tahanan, narapidana dan anak binaan 

untuk menerima atau menolak kunjungan. Realisasi pelaksanaan kunjungan diatur oleh masing-

masing Lapas atau Rutan.  

Hak masyarakat untuk mengunjungi sanak saudaranya yang sedang menjalani pidana di 

dalam Lapas merupakan kewajiban pemerintah yang dilaksanakan oleh sistem pemasyarakatan. 

Karena sifatnya yang unik, yaitu melibatkan masyarakat di dalam dan di luar penjara, layanan 

kunjungan di dalam Lapas merupakan salah satu pelayanan publik yang banyak disorot oleh 

masyarakat. Pelayanan yang baik akan mendapatkan penilaian yang baik pula oleh masyarakat. 

Selain itu, masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan akan memberikan 

penilaian positif terhadap hasil kinerja pemerintah dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat 

(Dwiyanto, 2016).  

Taufik H. Simatupang (2015) menjelaskan bahwa pada tingkatan lebih tinggi, pembahasan 

kepentingan publik tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang etika atau moral individual 

maupun etika sosietal (societal ethics). Moral individual aparat pemerintah menyangkut standar 

perilaku profesional administrator pemerintahan. Di sisi lain, etika sosietal menjelaskan bahwa 

tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan menjadi landasan arah kebijakan pemerintah. Pada 

prinsipnya, keputusan-keputusan publik harus berpegang pada asas yang memaksimalkan manfaat 

dan meminimalkan biaya. Penilaian pelayanan akan terpenuhinya kepentingan masyarakat 

tergantung dari pendapat dan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh pemerintah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain profesionalisme dan 

budaya kerja pejabat/pegawai pemerintahan. Pada tingkat yang lebih rendah, ada beberapa bagian 

yang menyangkut manfaat dan biaya sosietal yang berasosiasi dengan nilai-nilai politis, yaitu: 

public participation (partisipasi masyarakat), predictibality (kepastian layanan), dan procedural due 

process (keadilan prosedural) (p. 114).  

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak kunjungan anak bagi 

WBP tidak bisa dipisahkan dari beberapa tinjuan ilmiah terkait antara lain tinjauan tentang 

pelayanan publik, teori dukungan sosial dan hak kunjungan di Lapas dan penghuni Lapas itu 

sendiri. Pelayanan publik merupakan hal wajib disediakan oleh pemerintah bagi masyarakatnya. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) 

dijelaskan bahwa: 

https://nasional.kompas.com/
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Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap 

warga negara dan  penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan adminitratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

 

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelayanan publik 

dilaksanakan berdasarkan asas-asas: 1) Kepentingan umum; 2) Kepastian hukum; 3) Kesamaan hak; 

4) Keseimbangan hak dan kewajiban; 5) Keprofesionalan; 6) Partisipasi; 7) Persamaan 

perlakuan/tidak disikriminatif; 8) Keterbukaan; 9) Akuntabilitas; 10) Fasilitas dan perlakuan khusus 

bagi kelompok rentan; 11) Ketepatan waktu; dan 12) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.   

Pemenuhan layanan kunjungan bagi WBP di dalam Lapas merupakan bentuk dari pelayanan 

berupa jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan menurut Sampara dan 

Sinambela (2014) adalah kegiatan yang melibatkan interaksi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau mesin dan menghasilkan kepuasan pelanggan (p. 5). Sedangkan Boediono (2014) 

mengartikan jasa sebagai proses bantuan kepada pihak/orang lain melalui cara-cara khusus yang 

membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal agar menciptakan kepuasan dan keberhasilan 

(p. 60). Menurut Moenir (2016), ada beberapa faktor pendukung pelayanan kepada masyarakat, 

diantaranya: 1) Faktor kesadaran pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pelayanan; 2) Faktor 

aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan; 3) Faktor organisasi untuk menjalankan 

mekanisme kegiatan pelayanan; 4) Faktor pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

5) Faktor kecakapan pegawai; dan 6) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan (p. 88). 

Layanan kunjungan merupakan salah satu bentuk dukungan sosial. Vaux berpendapat bahwa 

dukungan sosial dapat menjadi sangat penting pada saat stres dan trauma. Vaux berargumentasi 

bahwa pada masa-masa stres, proses mempertahankan dukungan sosial bersifat kompleks dan 

transaksional, terjadi antara orang tersebut dan jaringan sosialnya yang terus berubah. Transaksi ini 

terjadi dalam konteks sosial tertentu, yang dapat membentuk pengembangan dukungan social (p. 

167). Kerangka sosial ekologis ini menurut Maria Berghuis, dkk. (2022) dapat diterapkan pada 

kunjungan penjara. Pemenjaraan adalah peristiwa yang menimbulkan stres, yang secara fisik 

mengganggu hubungan antara seseorang dan dunia luar. Visitasi adalah bentuk utama dukungan 

sosial, karena ini adalah satu-satunya cara individu dapat mempertahankan kontak fisik dengan 

orang-orang terkasih di luar penjara. Individu yang berada di penjara dapat diasumsikan mengambil 

keputusan mengenai apakah dan seberapa sering mereka menerima kunjungan, tergantung pada 

karakteristik individu mereka (misalnya, usia dan riwayat kriminal, apakah mereka memiliki 

pasangan atau anak) dan situasi emosional mereka (misalnya, reaksi terhadap penahanan dan 

pengalaman kunjungan). Pengunjung juga harus memutuskan apakah mereka bersedia melakukan 

perjalanan ke penjara dan menghabiskan waktu serta uang untuk perjalanan tersebut. Keputusan 

mengenai apakah dan seberapa sering (menerima) kunjungan ini dilakukan dalam konteks ekologi 

tertentu, yaitu penjara. Karena petugas penjara diberikan keleluasaan yang besar untuk menentukan 

apakah dan kapan kunjungan dilakukan, maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan kunjungan dapat 

berdampak pada penerimaan kunjungan (p. 2231). Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan 

di atas, dalam tinjauan hak WBP, hak untuk menerima atau menolak kunjungan bagi WBP di dalam 

Lapas dan Rutan diatur dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 UU Pemasyarakatan. 

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (LPP Malang) sebagai satu-satunya Lapas khusus 

perempuan di wilayah Jawa Timur juga memberikan hak kunjungan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP). Sebagai salah satu instansi pemerintah, Lapas Perempuan Kelas IIA 

Malang juga terikat dengan janji kinerja, yang merupakan komitmen Lapas dalam pelaksanaan 

kinerja publik yang dilaksanakan melalui sistem atau sub sistem, salah satunya adalah sistem 

pelayanan publik guna memenuhi tujuan organisasi. Pelayanan publik di Lapas Perempuan Kelas 

IIA Malang memiliki keunikan yaitu pelayanan tidak terbatas pada pelayanan ke dalam yaitu 

penghuni atau WBP, namun terlebih juga pelayanan ke luar yang melibatkan masyarakat secara 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00111287211061721#con1
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umum, khususnya keluarga atau kerabat WBP yang berkunjung. Kunjungan keluarga dan 

masyarakat umum terhadap WBP LPP Malang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Hak ini 

masih ditambah dengan satu hari kunjungan pada hari Sabtu minggu pertama setiap bulannya. 

Mengingat pentingnya komunikasi ibu dan anak, LPP Malang juga melakukan inovasi kunjungan 

khusus ibu dan anak dengan jadwal setiap hari Minggu pada minggu ketiga setiap bulannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam paper ini adalah: 

“Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi warga 

binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?” 

Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat: 1) menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi penulis 

tentang pelaksanaan perlindungan hukum pelaksanaan hak kunjungan anak bagi WBP di LPP 

Malang; 2) memperluas referensi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Terbuka Malang; dan 3) menjadi rujukan bagi peneliti lain di masa mendatang. Secara praktis, 

Karya Ilmiah ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan perlindungan hukum 

pelaksanaan hak kunjungan anak bagi WBP di LPP Malang. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Soeirjono dan Sri Mamudji (2003) 

meinyatakan bahwa peineilitian hukum eimpiris adalah peineilitian yang dilakukan deingan meingamati 

fungsi suatu hukum dalam peilaksanaannya di teingah masyarakat (p. 13). Bambang Waluyo (dalam 

Suratman dan Philips Dillah (2015, p. 41), peineilitian hukum dan peimbinaan hukum meirupakan dua 

hal yang saling teirkait bagi peingeimbangan bidang hukum. Peineilitian ini beirsifat deiskriptif, artinya 

peineilitian ini ditujukan untuk meinjeilaskan seicara rinci peilaksanaan peiraturan-peiraturan hukum 

positif. Peiraturan hukum yang meinjadi subyeik peineilitian adalah Undang-Undang, Peiraturan 

Peimeirintah, Peiraturan Meinteiri Hukum dan HAM seirta aturan hukum lain yang meingatur teintang 

peirlindungan hukum hak kunjungan anak di dalam Lapas atau Rutan di Indoneisia. Seidangkan yang 

dimaksud deingan masyarakat dalam peineilitian ini adalah peirseiorangan atau keilompok orang yang 

teirlibat dalam peineirapan hukum yang meinjadi subyeik peineilitian di LPP Malang. 

Data yang digunakan dalam peineilitian ini meiliputi data primeir deingan peinguatan beirdasarkan 

data seikundeir. Data primeir meirupakan data yang didapat dari narasumbeir seicara langsung dan 

dikumpulkan deingan cara wawancara dan obseirvasi. Wawancara dilakukan deingan beibeirapa 

narasumbeir yang teirkait deingan peirlindungan hukum hak kunjungan anak di LPP Malang. Peinulis 

meimilih narasumbeir deingan teiknik purposivei sampling agar jawaban yang didapat dapat meiwakili 

hal-hal yang beirkaitan deingan teima peineilitian. 

Seilain wawancara, peineiliti juga meilakukan obseirvasi untuk meingumpulkan data primeir yang 

dilaksanakan di lokasi peineilitian, yaitu Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang, Jalan Raya Keibonsari 

Sukun Kota Malang. Hal ini dilakukan agar peinulis meindapat gambaran yang jeilas dan rinci 

teintang kondisi kunjungan anak di lokasi peineilitian, seihingga peinulis dapat meinyimpulkan hasil 

peineilitian deingan beinar. Data seikundeir dipeiroleih meilalui cara studi pustaka/dokumeintasi guna 

meimpeiroleih informasi teirtulis yang jeilas beirkaitan deingan peirlindungan hukum hak kunjungan 

anak di Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang, teirmasuk Standard Opeirational Proceidurei (SOP) 

peilaksanaan hak kunjungan dan dokumein hasil surveiy Indeiks Keipuasan Masyarakat (IKM), 

peiraturan dan tata teirtib LPP Malang.  

Seilanjutnya data yang teirkumpul dianalisa deingan teiknik deiskriptif kualitatif. Analisa 

dilakukan deingan meineikankan pada peingamatan teirhadap obyeik peineilitian guna meimahami 

peiristiwa yang diteiliti, yaitu feinomeina-feinomeina beirkaitan deingan peilaksanaan hak kunjungan 

anak di Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang. Deingan analisa ini, diharapkan hasil peineilitian 

diharapkan dapat dituangkan seicara deitail. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil 

Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang meirupakan satu-satunya Lapas Khusus Peireimpuan yang 

ada di wilayah Jawa Timur dan teirleitak di Jalan Raya Keibonsari Keicamatan Sukun Kota Malang. 

Deingan luas tanah 13.780 m2 dan luas bangunan 4.107 m2, LPP Malang dirancang untuk 

meinanpung 164 orang peinghuni. Namun pada tanggal 31 Oktobeir 2024, isi peinghuni adalah 

seibeisar 441 orang, teirdiri dari 36 tahanan dan 405 narapidana, ditambah deingan 3 (tiga) bayi. 

Deingan jumlah seibeisar itu, LPP Malang meingalami keileibihan kapasitas seibeisar 269%. 

Meinurut Keipala Peingamanan Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang, Veivi Abidianawati, 

Amd.I.P., S.H., M.H., peiran dan fungsi Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang adalah untuk 

peimbinaan para tahanan dan narapidana agar dapat keimbali kei masyarakat deingan leibih baik, 

meimpunyai beikal di masyarakat dan leibih meimpunyai arti. Seidangkan dari sisi keibijakan mutu, 

Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang beirkomitmein untuk meimeinuhi keipuasan peingguna layanan 

meilalui peimbangunan manusia mandiri seirta peiningkatan di seigala bidang yang dilakukan seicara 

beirkeisinambungan. Seilain itu, Keipala Peingamanan Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang juga 

meinyatakan seibagian beisar peireimpuan yang seidang dalam masa meinjalani pidana di dalam Lapas 

meirupakan peingasuh utama anak-anak meireika, baik yang masih keicil maupun yang beiranjak 

reimaja atau deiwasa. Oleih kareina itu peimisahan ibu deingan anak-anaknya kareina sang ibu harus 

meinjalani pidana di dalam Lapas meirupakan kondisi yang sangat beirat, teirutama bagi anak-anak, 

baik yang masih keicil maupun yang sudah deiwasa. Harus dipahami bahwa meinjalani hukuman di 

peinjara dapat meingakibatkan gangguan ikatan komunitas, hubungan keiluarga, keiseimpatan keirja 

dan inveistasi sosial lainnya yang dimiliki seiseiorang. Kondisi ini dapat meimpeirsulit peilaku untuk 

meimbangun keimbali dirinya di masyarakat seiteilah dibeibaskan. Kunjungan kei Lapas meimbeirikan 

keiseimpatan untuk meimpeirtahankan hubungan deingan keiluarga, komunitas, dan dukungan sosial. 

Jaringan sosial yang kuat dapat meimbeirikan meikanismei peirlindungan yang beirfungsi meinceigah 

teirulangnya tindak pidana seiteilah dibeibaskan dari peinjara. Keipala Peingamanan Lapas Peireimpuan 

Keilas IIA Malang juga meinjeilaskan: 

Di Indoneisia, kunjungan keipada Warga Binaan Peimasyarakatan baik dari keiluarga, 

sanak famili dan reikan seijawat meirupakan hak tahanan, narapidana dan anak binaan 

yang diatur dalam Pasal 7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) dan Pasal 12 huruf (k) Undang 

Undang Nomor 22 Tahun 2022 teintang Peimasyarakatan, yang meinyatakan bahwa 

tahan”an, narapidana dan anak binaan beirhak meineirima atau meinolak kunjungan dari 

keiluarga, peindamping, advokat, dan masyarakat. 

 

Kunjungan dilakukan di ruang kunjungan khusus. Untuk meimaksimalkan daya tampung 

ruang kunjungan, maka kunjungan dilaksanakan deingan meinggeilar karpeit, keicuali untuk meireika 

yang beirkeibutuhan khusus. Guna meindukung peilayanan kunjungan, Lapas Peireimpuan Keilas IIA 

Malang meinyiapkan sumbeir daya manusia, sarana dan prasarana peilayanan kunjungan seibagaimana 

teirlihat dalam Tabeil 1. 

Tabeil 1. Sarana dan Prasarana Pe ilayanan Kunjungan di LPP Malang 

 
Sumbeir Daya Manusia Prasarana Kunjungan Sarana Kunjungan 

• Peitugas peindaftaran 

• Peitugas Peinggeileidahan 

Barang 

• Peitugas Peinggeileidahan Badan 

• Peitugas P2U 

• Duta Layanan 

• Peitugas Keiseihatan 

• Peitugas Ruang Kunjungan 

• Ruang Peindaftaran 

• Ruang Tunggu Peingunjung 

• Ruang Kunjungan 

• Ruang Laktasi 

• Toileit Khusus Peingunjung 

• Jalan khusus untuk 

peingunjung beirkeibutuhan 

khusus 

• Layanan keiseihatan bagi 

• Karpeit di ruang kunjungan 

• Meija dan kursi khusus untuk 

peingunjung beirusia lanjut atau 

peingunjung yang tidak dapat 

duduk di bawah 

• Komputeir 

• ATK 

• Peirangkat Sisteim Databasei 

Peimasyarakatan 
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peingunjung yang sakit 

• Jaringan inteirneit 

• Peirangkat peinilaian keipuasan 

peingunjung 

• Nomor antrian 

• Sandal peingunjung 

 

Sumbeir: Humas LPP Malang 

 

Duta layanan meirupakan peitugas tambahan yang beirtugas meinyambut dan meilayani 

peingunjung di ruang peindaftaran. Duta layanan ini beirtugas seijak Lapas Peireimpuan Keilas IIA 

Malang meiraih geilar Wilayah Beibas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018 yang lalu. Seilain 

meinyambut peingunjung, duta layanan juga beirkeiwajiban meinjawab peirtanyaan peingunjung teirkait 

deingan informasi seiputar kunjungan khususnya, dan seiputar Lapas pada umumnya. 

Meikanismei layanan kunjungan di LPP Malang adalah seibagai beirikut: 

1. Peingunjung meindaftarkan diri di ruang peindaftaran peingunjung; 

2. Peitugas meiminta bukti ideintitas diri peingunjung deiwasa beirupa Kartu Tanda Peinduduk, Paspor 

atau Kartu Peilajar, meincocokkan foto ideintitas diri deingan peingunjung. Peitugas juga meiminta 

foto kopi bukti ideintitas diri peingunjung peingikut jika dalam satu keiseimpatan jumlah 

peingunjung untuk narapidana yang sama leibih dari satu orang; 

3. Peitugas peinggeileidahan barang meimeiriksa barang bawaan peingunjung dan langsung 

meingeimbalikan barang-barang yang tidak dipeirkeinankan masuk Lapas;  

4. Peingunjung dipeirsilahkan duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir 

kunjungan; 

5. Peingunjung meinunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleih Peitugas 

Peinjaga Pintu Utama (Peitugas P2U); 

6. Seiteilah namanya dipanggil, peingunjung dipeirsilahkan masuk meilalui pintu P2U. Namun 

seibeilum masuk, peingunjung dipeirsilahkan untuk meinitipkan barang-barang pribadi seipeirti tas, 

dompeit, handphonei, topi, dan barang lainnya yang tidak boleih dibawa masuk di lokeir khusus 

peingunjung yang diseidiakan di luar pintu P2U; 

7. Seiteilah masuk, peitugas meilakukan peinggeileidahan badan; 

8. Seilanjutnya peingunjung dipeirsilahkan meingganti sandal/seipatu yang dipakai deingan sandal 

yang teilah diseidiakan oleih Lapas; 

9. Peingunjung meinuju ruang kunjungan dan meinyeirahkan formulir kunjungan keipada peitugas di 

ruang kunjungan dan peitugas kunjungan meimbeirikan nomor kunjungan seisuai deingan nomor 

formulir yang teircatat saat peindaftaran; 

10. Peitugas meimpeirsilahkan peingunjung untuk beirteimu deingan keiluarganya di ruang kunjungan; 

11. Seiteilah 45 (eimpat puluh lima) meinit, akan ada peingumuman otomatis dari aplikasi peiralatan 

kunjungan bahwa waktu beirkunjung untuk peingunjung deingan nomor antrian teirteintu sudah 

habis 

12. Peitugas ruang kunjungan meingeimbalikan formulir kunjungan keipada peingunjung yang akan 

pulang untuk meingambil ideintitas diri di ruang peindaftaran. 

Waktu kunjungan yang dibeirikan keipada peingunjung LPP Malang untuk beirteimu WBP 

adalah 45 meinit. Seiorang peingunjung hanya boleih meilakukan kunjungan seikali dalam seitiap hari 

kunjungan. Jadwal peilaksanaan kunjungan di LPP Malang dapat dilihat dalam Tabeil 2 di bawah. 

Dari tabeil 2 dapat dikeitahui bahwa kunjungan khusus ibu dan anak dilaksanakan seitiap bulan 

seikali, yaitu pada hari Minggu di minggu keitiga. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak 

kandung atau anak angkat yang sah seicara hukum dan beirusia maksimal 18 tahun. Beirkaitan 

deingan kunjungan anak, Keipala Peingamanan Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang meinjeilaskan: 

Kami meimbuka kunjungan khusus anak seibulan seikali deingan harapan ibu dan anak 

bisa beirinteiraksi deingan leibih nyaman dalam suasana yang leibih privatei. Peimilihan hari 

Minggu adalah meimfasilitasi anak-anak WBP yang masih seikolah, yang tidak dapat 
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meingunjungi ibunya di hari seikolah. Seilain anak kandung atau anak angkat yang sah 

meinurut hukum, peingunjung tidak boleih masuk saat hari kunjungan khusus anak 

 

 

 

Tabeil 2. Jadwal Kunjungan WBP di LPP Malang 

KUNJUNGAN HARI SELASA DAN KAMIS 

Seisi Pagi Kunjungan Masuk Seisi Siang Kunjungan Masuk 

09.00 s/d 11.30 WIB 09.30 s/d 11.00 WIB 13.00 s/d 15.30 WIB 13.30 s/d 15.00 WIB 

KUNJUNGAN HARI SABTU MINGGU PERTAMA 

Seisi Pagi Kunjungan Masuk Seisi Siang Kunjungan Masuk 

09.00 s/d 11.30 WIB 09.30 s/d 11.00 WIB 13.00 s/d 15.30 WIB 13.30 s/d 15.00 WIB 

KUNJUNGAN IBU dan ANAK Minggu kei-3 

Seisi Pagi Kunjungan Masuk Seisi Siang Kunjungan Masuk 

09.00 s/d 11.30 WIB 09.30 s/d 11.00 WIB 13.00 s/d 15.30 WIB 13.30 s/d 15.00 WIB 

Sumbeir: Sub Seiksi Reigistrasi LPP Malang 

 

Seilain itu dijeilaskan bahwa meikanismei kunjungan anak adalah jika anak masih sangat keicil 

atau bayi, keiluarga peingantar cukup meinunggu di luar Lapas dan peitugas P2U akan meingantar 

anak keipada ibunya di ruang kunjungan. Namun jika anak meimiliki keibeiranian untuk beirjalan 

seindiri kei ruang kunjungan – biasanya anak-anak ini sudah beibeirapa kali meilakukan kunjungan 

anak – peitugas meimbiarkan si anak beirjalan seindiri dari pintu P2U kei ruang kunjungan untuk 

meineimui ibunya. 

Peinulis juga meilakukan wawancara deingan seiorang WBP beirinisial FD; narapidana kasus 

korupsi deingan pidana total plus subsideir seilama 29 (dua puluh Seimbilan) tahun 9 (seimbilan) 

bulan, teirkait deingan kunjungan khusus anak ini, dan FD meinjeilaskan seibagai beirikut: 

Saya sangat beirteirimakasih atas keiseimpatan yang dibeirikan oleih LPP Malang untuk 

beirteimu seicara khusus deingan anak seimata wayang. Deingan kunjungan khusus anak di 

hari Minggu, saya dapat beirinteiraksi seicara pribadi deingan anak saya tanpa gangguan 

pihak atau keiluarga lain, yang tidak dapat saya lakukan di hari lain kareina anak saya 

seikolah Seinin sampai Jum’at, dan hari Sabtu meingikuti eikstrakurikuleir di seikolah. 

Anak saya juga seiring meimbawa peilajaran seikolah yang tidak dia meingeirti untuk 

didiskusikan beirsama saya. 

 

Dari catatan jumlah peingunjung, peinulis meineimukan bahwa teirdapat peirbeidaan yang sangat 

meincolok antara jumlah peingunjung di hari biasa dan jumlah peingunjung khusus anak. Pada 

kunjungan hari Seilasa, Kamis dan Sabtu minggu peirtama, rata-rata jumlah peingunjung adalah 150 

orang peir hari. Seidangkan pada kunjungan khusus anak, rata-rata jumlah peingunjung hanya 4 

sampai 7 orang peir hari. Teirkait seidikitnya jumlah peingunjung anak, peinulis meilakukan wawancara 

deingan RR, seiorang narapidana deingan pidana 14 (eimpat beilas) tahun 6 (einam) bulan asal Madiun 

deingan hasil seibagai beirikut: 

“Anak saya 3 (tiga) orang, usia 26 tahun, 22 tahun dan 18 tahun. Keitika kunjungan 

anak, yang boleih masuk hanya anak saya yang nomor 3 yang saat ini masih seikolah 

SMA, seidangkan 2 lainnya tidak bisa. Jarak rumah sangat jauh dan kunjungan hanya 

seilama 45 meinit. Jadi meiskipun sangat ingin, anak-anak saya tidak dapat meilakukan 
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kunjungan pada jadwal kunjungan anak kareina jarak dan waktu kunjungan yang 

singkat. Di hari biasa, anak saya nomor 3 seikolah” 

 

WBP lain asal Lamongan beirinisial SJ, pidana 4 (eimpat) tahun, meingatakan: 

“Anak saya yang keicil masih usia 3 tahun dan ikut anak peirtama saya usia 22 tahun, 

kareina suami meinikah lagi dan tidak meingurusi saya dan anak saya. Meiskipun sangat 

kangein keipada bayi saya, meireika tidak dapat meingunjungi saya pas kunjungan anak 

kareina jarak. Seilain itu, yang boleih masuk hanyak bayinya. Waktu kunjungan yang 

sangat singkat meimbuat anak peirtama meinolak kunjungan. Katanya, beilum habis 

capeiknya, sudah balik lagi kei Lamongan” 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dikeitahui bahwa beibeirapa anak WBP tidak dapat beirkunjung kei 

LPP Malang kareina peirtimbangan jarak, usia anak yang boleih masuk dan waktu kunjungan yang 

singkat. 

 

Peimbahasan 

Kunjungan keiluarga meirupakan hal yang sangat meindasar dan keihidupan beirkeiluarga adalah 

hak asasi manusia yang meindasar, seibagaimana diteigaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 yang beirbunyi: “Seitiap anak beirhak atas keilangsungan hidup, tumbuh, dan 

beirkeimbang seirta beirhak atas peirlindungan dari keikeirasan dan diskriminasi”. 

Dalam konteiks peimasyarakatan, hal ini beirarti bahwa kunjungan antara tahanan dan 

keiluarganya tidak boleih dianggap seibagai hak istimeiwa dan kareina itu, tindakan hukuman disiplin 

yang dikeinakan teirhadap warga binaan tidak boleih sampai meincabut hak meireika atas kunjungan 

keiluarga. Peingambilan hak atas kunjungan keiluarga hanya dapat dilakukan dalam keiadaan luar 

biasa – misalnya, keiadaan darurat atau beincana alam, atau kareina wabah seipeirti Covid-19 – 

kunjungan keiluarga mungkin peirlu ditunda atau dibatalkan. 

Hasil peineilitian yang dilakukan oleih Bahtiyar Mandala Sutra (2020) meineimukan bahwa 

peilaksanaan kunjungan keiluarga beirpeingaruh pada kondisi psikologis Warga binaan yang seidang 

meinjalani pidananya di Lapas. Kondisi teirpisah deingan keiluarga dan teiman-teiman deikat 

meirupakan salah satu luka yang sangat parah dari seibuah pidana peinjara. Kareinanya, kunjungan 

keiluarga seibagai orang yang paling deikat deingan narapidana dapat meinciptakan suasana baru yang 

lambat laun dapat meingobati luka. Meilalui kunjungan, WBP dapat meincurahkan isi hatinya dan 

seigala keiluh keisah, meileipas rasa rindu, meindapatkan nasihat-nasihat seirta seimangat seihingga 

narapidana meirasa teirhibur dan pada akhirnya dapat meingurangi beiban psikis akibat peimidanaan 

yang dijalaninya (p. 493). 

Seicara hukum, peilaksanaan hak kunjungan bagi Warga Binaan Peimasyarakatan (WBP) 

Lapas Peireimpuan Keilas IIA Malang teilah seisuai deingan UU Peimasyarakatan, utamanya pada Pasal 

7 huruf (k), Pasal 9 huruf (l) dan Pasal 12 huruf (k) yang meinyatakan bahwa tahanan, narapidana 

dan anak binaan beirhak untuk meineirima atau meinolak kunjungan dari keiluarga, peindamping, 

advokat dan masyarakat. Seisuai teiori dukungan sosial yang dipakai dalam peineilitian ini, visitasi 

adalah beintuk utama dukungan sosial, kareina ini adalah satu-satunya cara individu dapat 

meimpeirtahankan kontak fisik deingan orang-orang teirkasih di luar peinjara. Untuk meimpeirtahankan 

beintuk kontak ini, baik individu yang dipeinjara maupun peingunjungnya meimpeirtimbangkan biaya 

dan manfaat kunjungan. 

Beirdasarkan hasil peineilitian dapat dilihat bahwa jumlah peingunjung untuk kunjungan anak 

jauh leibih seidikit dibanding deingan kunjungan biasa, yaitu 7 : 150 atau hanya seikitar 4,7% saja. 

Kondisi ini meinurut heimat peineiliti sangat disayangkan meingingat seibagian beisar WBP LPP 

Malang meimiliki anak di luar sana yang sangat dirindukan dan dapat meinjadi motivasi bagi WBP 

dalam meinjalani pidana. Dari teimuan di lapangan dikeitahui bahwa anak yang boleih meingunjungi 

WBP adalah meireika yang beirusia 18 tahun kei bawah. Peinulis beirpeindapat alangkah baiknya jika 
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kunjungan anak adalah antara ibu dan anaknya; yaitu anak kandung atau anak angkat yang sah 

seicara hukum, beirapapun usia si anak. Jika WBP sudah beirusia lanjut, misalnya di atas 45 tahun, 

yang mungkin tidak meimiliki anak beirusia di bawah 18 tahun, maka hak-hak hukumnya meinjadi 

timpang kareina WBP teirseibut tidak meimiliki hak untuk meineirima kunjungan anak. Beirikut teilaah 

teirkait kunjungan ibu dan anak dari sudut pandang yang beirbeida:  

1. Kunjungan anak dipeirboleihkan bagi anak kandung dan anak angkat yang sah seicara hukum. 

Pada Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) meingartikan anak kandung seibagai anak yang lahir 

dari peirkawinan yang sah; seidangkan anak angkat adalah anak orang lain yang dipeilihara dan 

disahkan seicara hukum seibagai anak seindiri. Dari deifinisi teirseibut, artinya anak yang 

dimaksudkan disini tidak dibatasi oleih usia. 

2. Seidangkan anak meinurut UU Nomor 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasi Manusia adalah orang 

yang beilum beirusia 18 tahun teirmasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (5). 

Seidangkan meinurut UU Peimasyarakatan, anak binaan adalah anak yang beirusia 14 tahun dan 

beilum 18 tahun (Pasal 1 ayat (7). 

Dari dua tinjauan di atas, LPP Malang beilum seicara teirtulis meineitapkan akan meinggunakan asas 

yang mana. Jika meimang yang peirtama, maka LPP Malang tidak boleih meimbatasi usia anak 

kandung atau anak angkat yang beirkunjung. Jika meinggunakan tinjauan keidua, LPP Malang 

seiharusnya tidak meimbatasi pada anak kandung atau anak angkat yang sah seicara hukum, namun 

meimpeirboleihkan siapa saja meingunjungi WBP asalkan usia anak tidak leibih dari 18 tahun. 

Seibagai bahan peirbandingan, peineiliti meimbagi hasil peineilitian Heilein Fair (2017) teintang 

kunjungan kei beibeirapa peinjara wanita di beibeirapa neigara. Di Sweidia, anak-anak dari narapidana 

peireimpuan dapat meilakukan kunjungan akhir peikan seipanjang hari. Meireika beirmain dan 

beirceingkeirama beirsama ibunya di dalam peinjara, namun di salah satu ruang yang dideisain khusus 

deingan taman-taman dan peiralatan beirmain bagi anak-anak. Bahkan, anak-anak dapat beirmalam. 

Di Neiw South Waleis Australia, hari Minggu adalah hari kunjungan keiluarga, baik suami maupun 

anak-anak. Meireika dapat beirmain seiharian dan makan siang beirsama di dalam Lapas beirsama istri 

dan ibu meireika. Di Kanada, ada waktu kunjungan keiluarga di dalam flat yang dibangun khusus, 

seihingga keiluarga dapat tinggal seilama 72 jam di flat teirseibut beirsama deingan warga binaan 

(Prison Seirvicei Journal Vol. 184, p. 4). 

Eceinur Uyanik (2023), seiorang peineiliti dari Global Human Rights Deifeincei, meinyatakan 

bahwa konseipsi steireiotip bahwa peireimpuan leibih keicil keimungkinannya untuk meilakukan 

keijahatan dibandingkan laki-laki beirlaku di seiluruh dunia, namun seiringkali peireimpuan meimasuki 

sisteim peiradilan dan meilakukan peilanggaran kareina beirbagai alasan. Mayoritas peireimpuan 

meilakukan keijahatan kareina putus asa dan keikurangan sumbeir daya, teirutama keitika meireika dibeiri 

tanggung jawab meinafkahi keiluarga, atau kareina reiaksi teirhadap peinyeirangan atau peileiceihan untuk 

meimbeila diri. Bagi peireimpuan yang meimasuki sisteim peiradilan pidana, meimpeirlakukan meireika 

deingan cara yang sama seipeirti reikan laki-laki meireika yang meirupakan bagian teirbeisar dari populasi 

peinjara bukanlah cara untuk meincapai keiseitaraan geindeir, kareina kondisi yang meinyeibabkan 

peireimpuan meilakukan keijahatan, seirta keibutuhan meireika di peinjara sangat beirbeida deingan 

keibutuhan laki-laki. Situasi unik dan keibutuhan speisifik geindeir peireimpuan harus dipeirhitungkan 

untuk meimastikan peirlindungan hak-hak meireika di peinjara dan meincapai keiseitaraan geindeir di 

leimbaga peiradilan pidana (Global Human Rights Deifeincei, August,1, 2023). 

Beirdasarkan beibeirapa peineilitian di atas dapat dikeitahui bahwa peirlakuan teirhadap warga 

binaan peireimpuan meimang seiharusnya beirbeida dari peirlakuan keipada warga binaan laki-laki. Ada 

banyak keibutuhan peireimpuan deingan seigala sifat khas geindeirnya yang leibih leimbut, untuk beirteimu 

leibih lama deingan keiluarga teirutama keiluarga inti dan anak-anak meireika. Seipeirti hasil wawancara 

yang meinunjukkan bahwa warga binaan peireimpuan leibih seinang untuk beirteimu leibih lama deingan 

keiluarga meireika, deimikian pula keiluarga yang datang beirkunjung leibih meimilih untuk 

meindapatkan peirpanjangan waktu. 

 



 

Jotika Research in Business Law 

Vol. 4, No. 1, Januari 2025, 23-33 

 

32 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Keisimpulan 

Beirlandaskan hasil analisis di atas peinulis dapat meinyimpulkan bahwa peilaksanaan 

kunjungan anak di LPP Malang sudah seilaras deingan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU 

Peimasyarakatan. Peingeimbangan inovasi kunjungan anak yang dilaksanakan seitiap hari Minggu 

pada minggu keitiga meimbeirikan keiseimpatan keipada WBP LPP Malang untuk beirteimu anak 

kandung dan anak angkat yang sah seicara hukum, yang tidak dapat meilakukan kunjungan di hari 

lainnya kareina seikolah. Keiseimpatan ini meirupakan wujud dari peirlindungan hukum teirhadap hak 

asasi manusia WBP LPP Malang. 

 

Saran 

Beirkaitan deingan keisimpulan di atas, peinulis meinyarankan keipada Keipala dan Peitugas LPP 

Malang untuk meimpeirtimbangkan peiningkatan peineigakkan keibijakan yang meindukung hak-hak 

WBP seibagai orang tua dan istri, dan hak-hak WBP untuk meinjalin komunikasi pro sosial deingan 

cara meinambah durasi waktu beirkunjung deingan tujuan meimeilihara hubungan keiluarga. Peitugas 

Lapas utamanya peitugas layanan kunjungan heindaknya meinunjukkan preifeireinsi yang sama dan adil 

bagi seimua peingguna layanan, baik peingunjung maupun WBP. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boeidiono, B. (2014). Peilayanan Prima. Yayasan Kawula Indoneisia, p. 60. 

Ditjeinpas. 2024. Data Peinghuni Lapas dan Rutan. https://sdppublik.ditjeinpas.go.id/analisa/jumlah-

peinghuni 

Dwiyanto, Agus, eit.al. (2016). Reiformasi Birokrasi Peilayanan Publik di Indoneisia. Yogyakarta: 

Pusat Studi Keipeindudukan & Keibijakan UGM, hal. 9 

Eric Martin. (2017). Hiddein Conseiqueinceis: Thei Impact of Incarceiration on Deipeindeint Childrein. 

National Institutei of Justicei | www.NIJ.gov NIJ Journal / Issuei No. 278 May 2017 

Erin C. Schubeirt, Meigan Duininck, and Reibeicca J. Shlafeir. (2017). Visiting Mom: A pilot 

eivaluation of a prison-baseid visiting program seirving incarceirateid motheirs and theiir minor 

childrein. HHS Public Acceiss, p. 2 

H.A.S.Moeinir. (2016). Manajeimein Peilayanan Umum di Indoneisia. Bumi Aksara 

Heilein Fair. (2017). Inteirnational Reivieiw of Womein’s Prisons. Inteirnational Ceintrei for Prison 

Studieis, Kings Colleigei, London. Prison Seirvicei Journal Vol. 184, hal. 4 

Maria Beirghuis. Hanneikei Palmein, dan Paul Nieiuwbeieirta. (2022). Visitation Enableirs and Barrieirs: 

Evaluating thei Influeinceis of Practical, Reilational, and Expeirieintial Factors on Visitation in 

Dutch Prisons. Crimei & Deilinqueincy 2022, Vol. 68(12) 2225 –2252  

Mulyadi, Seito. (2022, Agustus 22). Orangtua Dipeinjara Bagaimana Anak Meireika. 

https://nasional.kompas.com/reiad/2022/08/27/06000031/orangtua-dipeinjara-bagaimana-

deingan-anak-meireika?pagei=all 

Simatupang, Taufik H.  (2015). Peilayanan Publik pada Leimbaga Peimasyarakatan Analisa Hukum: 

Peiningkatan Kualitas Sisteim Kunjungan di LAPAS. Pusat Peingkajian dan Peingeimbangan 

Keibijakan, Deiparteimein Hukum dan HAM RI. Leix Jurnalica Vol. 7 No.1, Deiseimbeir 2009, 

hal. 114 

Sinambeila, L.P. (2018). Reiformasi Peilayanan Publik : Teiori, Keibijakan, dan Impleimeintasi. Bumi 

Aksara, Ceitakan keitiga Mareit 2018, p. 5. 

Soeirjono Soeikanto & Sri Mamudji, 2015. Peineilitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT. 

Raja Grafindo Peirsada. 

Suratman dan Philips Dillah. 2015. Meitodei Peineilitian Hukum. Bandung: Alfabeita, Ceitakan Keitiga.  

Sutra, B.M. 2020. Peiran Kunjungan Keiluarga Teirhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas 

Keilas IIB Pangakalan Bun. Politeiknik Ilmu Peimasyarakatan Deipok, Indoneisia. Syntax 

Liteiratei: Vol. 5, No. 8, Agustus 2020, hal. 493. 

https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni
https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni
https://nij.ojp.gov/topics/articles/hidden-consequences-impact-incarceration-dependent-children#about-author--0
http://www.nij.gov/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00111287211061721#con1
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00111287211061721#con2
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00111287211061721#con4
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/27/06000031/orangtua-dipenjara-bagaimana-dengan-anak-mereka?page=all


 

Jotika Research in Business Law 

Vol. 4, No. 1, Januari 2025, 23-33 

 

33 

Uyanik, E (2023. Inteirnational Standards for thei Proteiction of Womein’s Rights in Prison: thei 

Bangkok Ruleis. Global Human Rights Deifeincei. Diakseis pada hari Jum’at, 28 Juni 2024 dari 

https://www.linkeidin.com/pulsei/inteirnational-standards-proteiction-womeins unggahan 1 

Agustus 2023 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teintang Peilayanan Publik. 

https://eippid.mahkamahagung.go.id/fileis/shareis/uu%2025%20tahun%202009-

peilayanan%20publik.pdf 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 teintang Peimasyarakatan. 

https://peiraturan.bpk.go.id/Deitails/218804/uu-no-22-tahun-2022 

https://www.linkedin.com/pulse/international-standards-protection-womens
https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022

